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Perihal : Surat Selesai Harmonisasi Raperda

Yth. Bupati Bangka Selatan
di tempat

Sehubungan dengan surat Bupati Bangka Selatan dengan  Nomor
100.3.2/45/SETDA/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Permohonan Harmonisasi
Rancangan Perda, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Pemukiman Kumuh telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
juncto Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut secara substansi
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan
putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan

terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KU MHAMPASTI

Harun Sulianto

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
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BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 06 Maret 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Vira Dwi Seta
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

1. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti Surat Bupati Bangka Selatan Nomor: 100.3.2/45/SETDA/2025 Hal
Permohonan Harmonisasi Rancangan Perda, telah dilakukan rapat pengharmonisasiaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang dihadiri oleh Kepala
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kab. Bangka Selatan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bangka Selatan
beserta jajaran, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bangka
Selatan, perwakilan dari Inspektorat Daerah Kab. Bangka Selatan, perwakilan dari Bagian
Hukum Setda Kab. Bangka Selatan. dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementerian Hukum Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pelaksanaan pengharmonisasian. pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang




Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan oleh Kantor

Wilayah Kementerian Hukum sebagai perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

. Urgensi ditetapkan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian secara normatif materi

substansi Raperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengharmonisasian Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dari segi materi substansi dan

teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

. Dalam rapat pengharmonisasian ini telah disepakati beberapa hal, sebagai berikut:

- Penyesuaian penulisan dasar hukum mencakup perubahan terakhir peraturan
perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, yaitu pada angka 4 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

- Avyat 2 huruf a Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL,
paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona: dan/atau

- Ayat (2) Pasal 9 ditambahkan frasa ‘sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan’,
sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi:

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat
mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- Penggunaan bahasa asing dalam ayat (2) huruf b Pasal 12 dihapus.

- Ayat (4) Pasal 14, frasa '(sungai, pantai, danau, waduk, dan sebagainya)’ dihapus.

- Ayat (6) dan ayat (7) Pasal 16 dihapus, karena sudah diatur pada bab lainnya.

- Avyat (3) huruf a Pasal 31, frasa 'sertifikat lokasi tanah’ diubah menjadi 'sertifikat hak
atas tanah’.




- Rumusan pendelegasian pada Pasal 38 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi:

(4) Ketentuan mengenai rencana penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Rumusan pendelegasian pada Pasal 54 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi:

(4) Ketentuan mengenai sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam
rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dalam Peraturan
Bupati.

- Ayat (5) Pasal 68 yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tidak sesuai
dengan rencana, rancangan dan perizinan.”, dihapus.

- Ayat 12 Pasal 68 ditambahkan huruf g yang berbunyi:

g. membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum vyang
diperjanjikan, dan standar;

- frasa 'izin mendirikan bangunan pada ayat 12 huruf i, dan huruf j diubah
menjadi 'persetujuan bangunan gedung'.

- frasa 'izin usaha’ pada ayat 12 huruf m, huruf n, dan huruf o diubah menjadi
'perizinan berusaha’'.

- Pasal 68 ditambahkan ayat (13) yang berbunyi:

(13) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dengan
Peraturan Bupati.

- frasa 'dengan berlakunya’ pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah
menjadi 'Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ...".

= penggunaan huruf kapital dan huruf kecil disesuaikan dengan batasan
pengertian atau definisi dalam ketentuan umum.

- Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sudah tidak ada
permasalahan secara teknik penyusunan, substansi dan telah tercapai kesepakatan
bersama. Dengan demikian Raperda ini dinyatakan selesai diharmonisasi.



Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pangkal Pinang, 06 Maret 2025

Mengetahui,
Pemrakarsa, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

DWI SETA RAHMAT FERI PONTOH

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung

HARUN SULIANTO




BUPAT]I BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PENCEGAHAN DAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BANGKA SELATAN,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, beriempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
schat yang merupakan kebutuban dasar manusin
dan mempunyal peran yang sangatl strategis
dalam pembentukan watak seria kepribadian
bangsa sebagal salah satu upaya membangun
manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan
produlktif;

h. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru serta uniuk menjaga
dan  meningkatkan  kualitas dan fungsi
Perumahan dan Permukiman, maka periu
dilakukan upava Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;
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Mengingat

C.

1.

hahwa  herdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal
94, dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor | Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pemerirtah Daerah wajib
melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
ferhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman  Kumuh dengan menetapkan
kebijakan, strategi, serta pola penanganan vang
manusiawi, berbudava, herkeadilan, dan
ckonomis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan hurufl e,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2011 teniang

Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undeng Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Femerintah Penpgganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

-
-



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
HASE);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Permturan Pemerintah
Pengegantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Noamar 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor GB56);

Peraturan Pemerintah Nomeor 14 Tahun 2016
tentang  Penvelenggaraan  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Eepublik Indenesia Tahun 2016 Nomer 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883), sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tenteng Cipia Kerjia menjadi Undang-Undang
IlLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6B56);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumnahan Raokyat Nomor 14/PRT/M/2018
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh [Herita Negara Republik Tahun 2018
Nomaor THAS);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Nomaor 3 Tahun 2014 1entang Bangunan Gedung
(Lembaran Daecrah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2014 Nomor 3);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Nomor & Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Perseiujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:
Menectapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl vang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia vang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitlung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daermh adalah Kabupaten Bangka Selatan.,



10,

Bupatl adalah Bupati Bangka Selatan,

Rumah adalah bangunan gedung yvang becfungsi
sebagal tempal tinggal yang lavak huni, sarana
pembinaan Reluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya,  serta aset  bagi
pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman baik perkotaan
maupun perdesaan, yang dilengkapl dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai
hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hunian vang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan vang mempunyal prasarana, sarana,
utilitas umum, seérta mempunyval penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdirt atas lebih dard satw
satuan permukiman.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian.

Péermukiman Kumuh adalah permukiman
yang tdak layak hun| karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggl, dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat.

. Rencana Detall Tata Ruang yang selanjutnya

disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kabupalen yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten,



13.

15.

16,

17,

18.

19.

20,

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yvang
selanjuinva disingkat RTBL adalah panduan
TANCANE hangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasl, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan.

. Kawasan Permukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
vang berfungsi scbagai lingkungan tempal tinggal
atay Hngkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendikung perikehidupan dan
penghidupan.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan
untuk menghindari tumbuh dan berkembangnva
perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
baru.

Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk
meningkatkan kualitas bangunan serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan hunian yang memenuhi standar
tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas: dalam lingkungan
hunian yeng berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
sosial, budaya, dan ckonomi.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang
untuk pelavanan lingkungan hunian.

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh adalah penetapan atas
lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang ditetapkan olch Bupati, yang
dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.



21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
perumahan dan permukiman beserta prasarana,
sarana dan utilitas umum.

Perbaikan adalah pala penanganan dengan titik
berat kegiatan perbaikan dan pembangunan
sarana dan prasarana lingkungan termasuk
sebagian aspek taia bangunan.

Pemugaran adalah kegiatan perbaikan tanpa
perombakan wmendasar, serta bersifal parsial
terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan
utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk
mengembalikan fungsi sebagaimana semula,
Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan
penataan mendasar secarn menyeluruh meliputi
rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan permukiman,

Pemukiman Kembali adalah kegiatan
memindahkan masyarakat terdampak dari
lokasi perumahan kumuh atau permukiman
kumuh wyang tidak mungkin dibangun kembali
karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang
danfatau rawan bencana.

Badan hukum adalah badan hukum yang
didirikan alehh  warga negara Indonesia yvang
kegiatannya dibidang penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

Pelaku Pembanpgunan adalah setiap OTANE
dan/atau pemerintah Yang melakukan
pembangunan perumahan dan permukiman.
Lingkungan Siap Bangun, vang selanjutnya
disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang
fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas
umumAya telah dipersiapkan untuk
pembangunan perumahan dengan batas-batas
kaveling vang jelas dan merupakan bagian dmri
kawasan siap bangun sesual dengan rencana
rinci tata ruang.



29.

0.

31.

32.

33.

34,

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
badan hukum.

Pendanaan adalah penyediann sumber daya
keuangan yvang berasal dari anggaran pendapatan
dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, dan /atau sumber dana lain yang
dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman sesual dengan
keterituan peraturan perundang-undangan.
Masvarakal Berpenghasilan  Rendah  yang
selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat
yang mempunyal keterbatasan daya bell sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah.

Pemberdayaan Masyarakar adalah upaya
meningkatkan perian  masyarakat dengan
memobilisasi potensi dan sumber daya secara
proporsional untuk mewujudkan perumahan dan
kawasan permukiman layak huni.

Pendampingan adalah kegiatan pelavanan kepada
masyarakat dalam  bentuk pembimbingan,
penyuluhan, dan bantuan teknis untuk
mewujudkan kesadaran masyarakat dalam
mencegah tumbub berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

Kearifan Lokal adaslah adalah nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk
meéwujudkan Perumahan dan Permukiman vang
sehat, aman, serasi, dan teratur.

Prasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan

bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

mencegah tumhbuh dan berkembangnya
Perumahan dan Permukiman Kumuh baru;

. meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh sehingga menjadi Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman,
serasi, dan teratur;

mempertahankan Perumahan dan Permukiman
yang telah dibangun agar tetap terjaga
kualitasnya;

. meningkatkan peran serta masvarakat dalam

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh; dan

memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

| = o B

kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
baru;

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh:

penyediaan tanah;

pendanaan dan sistem pembiayaan;

tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; serta
kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.



BAB I

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

Hapgian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

(1)

(2

(1

Pasal 5
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh merupakan kriteria vang digunakan
untuk menentukan kondisi kekumuhan pada
Perumahan dan Permukiman.
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
. bangunan gedung;
. jalan lingkungan;
. penyedinan air minum;

A
b

¢

d. drainase lingkungan;

&, pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan
2

. proteksi kebakaran.

Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinfau dari bangunan

gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2] hurul a meliputi:

. ketidakteraturan beangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang
tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata
ruang; dan /atau

¢. kualitas bangunan yang tidak memenuhi

SYATHL.
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(2]

(3)

(+)

()

(6)

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan

kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan

Permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan
dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu zonag;
dan /atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan
tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling
sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling,
bangunan, ketinggian dan elevasi lantal,
konsep identitas lingkungan, konsep orientasi
lingkungan, dan wajah jalan.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi vang

tidak sesual dengan ketentuan rencana tata

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan kondisi bangunan gedung pada

Perumahan dan Permukiman dengan:

i, koefisien dasar bangunan yang melebihi
ketentuan RDTR, dan /atau RTBL; dan /atau

b. koefisien lantai bangunan vang melebihi
ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syamat

scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢

merupakan kondisi bangunan gedung pada

Perumahan dan Permukiman vang tidak sesuaf

dengan persyaratan teknis.

Persyaratan teknis bhangunan gedung

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. persyaratan tata bangunan, dan

b, persyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan tata bangunan schagaimana

dimaksud pada avat (5) huruf a terdiri atas:

a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan
gedung;

11



b. arsitektur bangunan gedung;

c. pengendalian dampak lingkungan;

d. RTHL; dan

e. pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
Prasarana/Sarana umum.

(7] Persyaratan keandalan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurul b
terdiri atas:

a. persvaratan keselamatan bangunan gedung;

b. persyaratan kesechatan bangunan gedung;

¢, persvaratan kenyvamanan bangunan gedung;
dan

d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Fasal 7
Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau
RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk
pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka
waktu sementara,

Pasal B
(1] Kriteria kekumuhan ditinjau darl  jalan

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2] hurufl b meliputi:

. jaringan jalan lingkungan tidak melayani
seluruh lingkungan Perumahan Aatau
Permukiman; dan /falau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2] Jaringan jalan lingkungan tidak melayvani seluruh
lingkungan Perumahan Atau Permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak

terhubung antar dan/fatau  dalam suatu
lingkungan Perumahan atau Permukiman.



(3)

(1)

(2]

(3]

(1

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi sebagian atau ‘seluruh jalan
Hngkungan terjad| kerusakan permukaan falan
yang meliputl retak dan perubahan bentuk.

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penvediaan air
minum schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayatl (2) hurul ¢ meliputi:

#. akses aman air minum tidak tersedia;

dan /atau
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu
tidak terpenuhi.

Akses aman  air minum  tidak tersedia
sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a
merupakan kondisi dimana masyarakat tidak
dapat mengakses air minum yang memenuhi
svaral kualitas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kebutuhan air minum minimal setiap individu
tidak terpenuhi sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kondisi dimana
kebutuhan air minum masyvarakat dalam
lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak
mencapai minimal sebanvak 60 liter/orang/ hari.

Pasal 10
Kriteria  kekumuhan ditinjgau  dari  drainase
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf d meliputi:
f. drainase lingkungan tidak tersedia;
b. drainase lingkungan tidak mampiu
mengalirkan limpasan air hujan sehingga
menimbulkan genangan; dan/atau

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan
13



(2)

(31

(4]

(1)

{2

buruk.
Drainase lingkungan tidak tersedia schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi dimana saluran tersier danfatau saluran
lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung
dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga
menvebabkan air tidak dapat mengalir dan
menimbulkan genangan.
Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air hujan sehingga menimbulkan
genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b merupakan kondisi dimana jaringan
drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air sehingga menimbulkan genangan
denpan tinggi lebih dard 30 em selama lebih dari 2
jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
Kualitas konstruksi drainase lUngkungan buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf ¢
merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah
tanpa material pelapis atau penutup ateu telah
terjadi kerusakan.

Pasal 11
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {2) hurul ¢ melliputi:
g. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis ; dan/atau
b. Prasarane dan Sarann pengelolaan air imbah
tidak memenuhi persyaratan teknis.
Bistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada
avalt (1] hurufl a merupakan kondisi dimana
pengelolaan air  limbah pada lingkungan
Perumahan atau Permukiman tidak memiliki

‘sistern vang memadal, yaitu  terdiri dari

kakus/kloset yang terhubung dengan tangki
septik balk secara individual /fdomestik, komunal
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i3]

(1)

(2)

maupun erpusat.

Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah

tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) hurul b merupakan

kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air

limbah pada Perumahan atau Permukiman

dimana:

8. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki
septik; atau

b. tidak tersedianva sistem pengolahan limbah
selempat atau terpusat.,

Pasal 12

Kriteria kekumuhban ditinjau dari pengelolaan

persampahan  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2] huruf [ meliputi:

a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis; dan

b. sistem  pengelolaan persampahan  tidak
memenuhi persyaratan teknis.

Prasarana dan Sarana persampahan tidak

memenuhli  persyaratan  teknis  sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1] huruf a merupakan
kondisi dimana Prasarana  dan Sarana
persampahan pada lingkungan Perumahan atau

Permukiman tidak memadai, yaitu tidak terdapat:

a. lempat sampah dengan pemilahan sampah
pada skala domestik atau rumah tangga;

b. tempat penampungan sementara atau tem pat
pengumpulan sampah dengan sistem
mengurangi, menggunakan Kembali, dan
mendaur ulang pada skala permukiman;

€. sarana pengangkut sampah pada skala
lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu pada
skala lingkungan.
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i3

(1

(2]

(3]

Sistem pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan  teknis  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b merupakan
kondisi dimana pengelolaan persampahan pada
lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak
memenuhi persyarntan adanya:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan sampah lingkungan,

¢. pengangkutan sampah lingkungan; dan

d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 13

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi

kebakaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2] huruf g mencakup:

a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia;
dan /atau

b. Sarana proteks! kebakaran tidak tersedia.

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

a. pasokan air dari sumber alam maupun
buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk
keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;

c., sarana Komunikasi untuk pemberitahuan
terjadinya kebakaran kepada Instansi
pemadam kebakaran; dan /atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran
lingkungan yvang mudah diakses.

Sarana proteksi  kebakaran tidak tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara lain terdiri atas:

a. alat pemadam api ringan (APAR);

b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau

. muohil tangga sesual kebutuhan.
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Bagian Kedua

Tipologi Ferumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

(1)

(2]

(3

Pasal 14
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh merupakan pengeclompokan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan
letak lokasi secara geogralis,
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1),
terdiri dari Perumahbhan Kumuh dan Permukiman
Kumuh:
a. di atas air;
b. ditepi air;
c. didataran rendah;
d. di perbukiten; danfatau
e. didaemhb rawan hencana.
Tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh vang berada di atas alr,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a
terdirl dari merupakan PFerumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang berada di atas air, baik
dacrah pasang surul, rawa, sungai ataupun laut
dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal

(4) Tipoalogi Perumahan Kumuh dan Kawasan

(S)

Permukiman Kumuh yang berada di tepi air,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b
terdirli dari Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh yang berada di tepi badan
air namun berada di luar garis sempadan badan
air dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal.

Tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh di dataran rendah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c
terdiri dari Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuouh yang berada di daerah
dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
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6] Tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh di daerah perbukitan,
sehagaimana dimaksud pada ayat (2] hurufl d
terdiri dari Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh vang berada di daerah
dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 %
dan = 40%.

[T} Tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh di daerah perbukitan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurufl e
terdiri dari Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh wvang berada di daerah
rawan bencana alam, khususnya bencana alam
tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

BAB Il
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru
dilaksanaksan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. Pemberdavaan Masvarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Paragraf |
Umum
Fasal 16
{1} Pengawasan dan pengendalian secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas
kesesuaian erbhadap:

&. perizinan;
ia



(2]

13

[4)

(3

(1)

b. standar teknis; dan

. kelalkan fungsi.

Kesesuaian terhadap perizinan dan  standar
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan
dan tahap pembangunan Rumah, Perumahan
Permukiman dan pada tahap perencanaan dan
pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum.

Kesesualan terhadap kelapikan fungsi
sehagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf c
dilakukan pada tahap pemanfaatan Rumah,
Perumashan dan Permukiman  berdasarkan
perizinan.

Perencanaan Rumah, Perumahan dan
Permukiman sehagaimana dimaksud pada ayat
[2) harus memenuhi persyaratan  teknis,
administrasi, tata ruang dan ekologis.
Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Urtlitas
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
harus memenuhi persyvaratan administrasi, teknis

dan ekologis,

Paragral 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesualan perizinan dan standar teknis pada
tahap perencanaan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 avat (2} dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan mengkaji hasil perencanaan
Perumahan dan Permukiman vang disusun oleh
Pelaku Pembangunan untuk menjamin bahwa
hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman
sesual dengan perizinan yang diperoleh dan
standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan dan Permukiman.
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2)

(3]

(4]

()

Kesesuaian f(erhadap perizinan  sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) meliputi perizinan terkait

dengan Iokasi dan perizinan f(erkait dengan
kegiatan pembangunan fisik bangunan dan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum,

Kesesuainn terhadap standar teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis

menurut kriteria;

4. bangunan gedung;

b, jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

. pengelolaan persampahan; dan

E- protcksi kebakaran.

Kesesuaian terhadap standar ieknis menurut

kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud

pada ayal (3} hurul a, meliputi :

i, keteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yvang rendah dan
sesual dengan kelentuan rencana tata ruang;
dan /fatau

¢. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.

Kesesuainn terhadap standar teknis menurut

kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud

pada avat (3) hurul b, meliputi :

a. jaringan jalan lingkungan melayvani seluruh
lingkungan Perumahan atau Permukiman;
dan /atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.

Kesesuaian fterhadap standar teknis menurut

kriteria penyediaan air minum secbagaimana

dimaksud pada ayat (3] hurul ¢, meliputi:

m. Akses aman air minum tersedia; dan fatau

b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap
individu sesuni standar yang bertaku.



(T} Kesesuaian terhadap standar teknis menurut
kriteria  drainase lingkungan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3) hural d, meliputi:

a. drainase linghkungan tersedia;

b. drainase lingkungan mampu mengalirkan
Hmpasan air hujan sehingga tidak
menimbulkan genangan; dan/atau

. kualltas konstruksi drainase lingkungan balk.

(B8] Kesesuaian terhadap standar teknis menurul
kriteria pengelolaan  air limbah sebagaimana
dimaksud pada ayan (3) hurufl e, meliputi:

g. sistem pengelolaan air limbah memenuhi
persyaratan teknis; dan/atau

b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah
memenuhl persyaratan teknis.

9] Kesesuainn terhadap standar tweknis menurut
kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf {, meliputi:

a. Prasarana dan Sarana persampahan
memenuhi persyvaratan teknis; dan/atau

b. sistem pengelolaan persampahan memenuhi
persyaratan teknis,

(10] Kesesugian terhadap standar teknis menurut
kriteria proteksi kebakaran sehagaimana
dimaksud pada ayat (3] hurufl g, meliputi
ketersediaan:

a. Prasarana proteksi kebakaran; dan /atau

b. Sarana proteksi kebakaran.

(11} Pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis
pada tahap pembangunan scebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2} dilakukan
untuk menjamin pembangunan Perumahan dan
Permukiman sesual dengan hasil perencanaan
Perumahan dan Permukiman.
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(12) Pengawasan dan pengendalian
sehagnimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun
oleh Penvedia Jasa Pengawas dengan mengawasi
proses pembangunan fisik bangunan dan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
dilakukan oleh Pelaku Pembangunan.

(13) Dalam hal terdapat  ketidaksesuaian
aniara rencand dan/atau kegiatan pembangunan
dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat
dilakukan:

i. perbalkan rencana;
b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
€. penertiban.

Pasal 18

{1} Pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap
pemanfaatan  Perumahan dan Permukiman
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3]
dilakukan ontuk menjamin bahwa Perumahan
dan Permukiman yang dibangun layak secara
fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.

(2] Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melalul pemeriksaan terhadap pemenuhan:

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(3} Dalam hal pemeriksaan  kelaikan fungsi
schagalmana dimaksud pada ayat (2)
menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan
fungsi, maka dapat dilakukan Perbaikan dan
penertiban sesual dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 19
Fengawasan dan pengendalian sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 sampal dengan Pasal 18
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragral 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20
Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
RKumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
dilakukan dengan cara:
4. pemantavan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan,

Pasal 21

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan
herkembangnya Ferumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan
kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

{2) Pemantauan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.

(3) Pemantauan secarn langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a dilakukan melalui
pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi
berpotensi menjadi kumuh,

{4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan:

a. data dan Informasi mengenai kondisi eksisting
Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

b. pengaduan masyvarakat maupun media massa.
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5)

16)

2]

131

(4]

(5]

Pemantauan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh haru scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan secara berkala
maupun sesual kebutuhan.

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat [4) dilkutl dengan proses
validasi data hasil pengamatan oleh Perangkal
Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan
Perumahan dan Permukiman.

Pasal 22
Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuhl dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan
kegiatan penilajian secara terukur dan obyektifl
terhadap hasil pemantauan.
Evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah dengan melibatkan
masyarakat.
Pemernniah Daerah dapat dibantu aleh ahli yang
memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai
dalam bhidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan
dan Permukiman terhadap:
a, perizinan dan standar teknis pada tahap

perencanaan dan tahap pembangunan; dan

b, kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan,
Hasil evaluasi schagammana dimaksud pada ayvat
(4] disertai dengan rekomendasi Pencegahan
tumbuh dan berkembangnyva Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh baru.
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(1)

(2]

13}

(4)

(5]

L]

Pasal 23
Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf ¢ merupakan
kegiatan penvampaian hasil pemantauan dan
evaluasi
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalu|
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam
urusan Perumahan dan Permukiman dengan
melibatkan peran masvarakat.
Pemerintah Dacrah dapat dibantu oleh ahli yang
memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai
dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
Pelaporan hasil pemantavan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar hagi Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan
bherkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
Laporan  hasil pemantauan dan evaluasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Laporan  hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
discharluaskan kepada masvarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat
Paragrafl 1

Umum

Pasal 24

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 hurufl b dilakukan oleh Pemerintah
Daerah melalui:

a.

Pendampingan; dan
25



(1)

2)

(3

(4)

(1)

pelayanan informasl.

Parngral 2
Pendampingan

Pasal 25
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 hurul a dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat melalui
fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan
kapasitas kelompok swadava masyarakat.
Peningkatan kapasitas masyarakat schagasimana
dimaksud pada avat (1) meliput;
da. perencanaan Perumahan dan Permukiman
staual dengan perizinan dan standar teknis;
dan
b. pembangunan fisik bangunan dan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum scsuai dengan
perizinan dan standar teknis.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1] merupakan kegintan pelayanan kepada
masyarakat dalam bentuk:
A, penyuluban;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragral 3

Felavanan Informasi

Pasal 26
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf b meliputi pemberian
informasi mengenai:
., rencana tata ruang;
b. penataan bangunan dan lingkungan;
¢, perizinan; dan

d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan
26



Kawasan Permukiman.,

{2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada

[3)

avat (1| dilakukan secara langsung dengan
spsialisasl dan/fatau diseminasi maupun Secara
tidak langsung melalui media elektronik dan/atau
media cetak.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dilakukan oleh Perangkat Daerah vang
bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan
Permukiman  dengan  bekerjasama  dengan
Perangkat Daerah terkait lainnya sesual dengan
kebutuhan informasi.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

FERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

(1)

(2]

(3}

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27
Peningkatan Kualitas terhadap FPerumahan
Kumuh dan Permukiman HKumuh didahuli
dengan  penetapan  lokasi dan perencanaan
penanganan.
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] ditindaklanjuti dengan
pengelolaan uniuk mempertahankan dan
menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman
secara berkelanjutan.
Peningkatan Kualitas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan
kurang dari 10 Ha.
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Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 28

(1) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh didahului proses pendataan
yYang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat.

(2} Proses pendataan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi proses:
i. identifikasi lokasi: dan
b. penilaian lokasi.

Paragrafl 1
Identifikasi Lokasi

Pasal 29
Identifikasi lokasi scehagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) hurur a4, meliputi identifikasi
terhadap:
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan: dan
€. pertimbangan lain.

Pasal 30

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan
uUpaya untuk menentukan lokasi kekumuhan.

(2] Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Pasal 31
(1) ldentifikasi legalitas lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan
tahap identifikasi untuk menentukan status
legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh sehagai dasar
8




(2]

(3)

(4]

(1]

(2]

(3)

penentuan hentuk penanganan.

Identifikasi legalitas lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan tanah; dan

b, kesesunian dengan rencans tata ruang.

Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana

dimaksud pada aval (2) hurufl a meliputi:

#., kepemilikan sendiri, dengan dibuktikan
melalui dokumen sertifikat hak atas tanah
ataw  hentuk dokumen keterangan status
tanah lainnya yvang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat],
dengan dibuktikan melalui dokumen izin
pemanfaatan tanah dari pemegang lokasi
tanah atau pemilik tanah dalam bentuk
perjanjian tertulis antarn pemegang lokasi
tanah atau pemilik tanah dengan pengguna
tanah,

Kesesunian dengan rencana tata TURNE

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b

meliputi kesesuaian terhadap peruntukan lahan

dalam rencana tata ruang, dengan dibuktikan
melalul surat keterangan rencana kota,

Pasal 32
ldentifikasi pertimbangan |lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢ meliputi aspek:
B, nilai strategis lokasi;
h. kependudulkan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Nilat strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf a merupakan pertimbangan letak
lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah.
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] hurul b merupakan pertimbangan kepadatan
penduduk pada lokasi Perumahan atau Kawasan
Permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah
9



[4)

(1)

(2)

150 (seratus Hma puluh) jiwa/ha;

b. sedang vaitu kepadatan penduduk antara
151-200 (seratus lima puluh satu sampai
dengan dua ratus) jiwa/ha;

¢. tinggi vaitu kepadatan penduduk antara 201-
400 (dua ratus satu sampal dengan empit
ratus] jiwa/ha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di

gras 400 (empat ratus) jiwa/ha.

Kondisl sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ merupakan

pertimbangan potensi wvang dimiliki lokasi

Perumahan atau Permukiman berupa:

p. potensi sosial, ymitu tingkat partisipasi
masyarakat dalam mendukung pembangunan;

b, potensi eckonomi vyaltu adanya kegiatan
ekonomi tertentu yang bersifal strategis bagi
masyarakat setempal; dan

¢. potensi budaya yailu adanya kegiatan atau
warisan budava tertentu yang dimiliki
masyvarakat seicmpal.

Paragral 2
Penilaian Lokasi

Pasal 33
Penilaian lokasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2] hurul b dilakukan untuk menilai
hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas
penanganan berdasarkan aspek:
i, kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.
Penilaian Jokasi berdasarkan aspek kondisi
kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan
sebagai berikut:
4. ringan;
b. sedang; dan
c. beral.

an



(3]

(4]

15

(1

(2

(3}

(n

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
b terdiri atas klasifikasi:

a. status tanah legal: dan

b. status tanah tidak legal.

Penilaian lokasi berdasarkan pertim bangan lain
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c
terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang, dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Ketentuan mengenai penilaian lokasi berdasarkan
aspek kondisi kekumuhan sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 34
Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi
penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas
penanganan.
Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan
verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi sesual dengan kewenangannya scbhelum
ditetaplkan.
Lokasl yang telah dinilai dan diverifikasi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragrafl 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 35
Penetapan lokasi Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh; dan
h. peta sebaran Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh.
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(2]

(3]

(1)

(2

(3

()

Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] huruf a, berisi data terkait nama lokasi,
luas, lingkup administratf, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas
penanganan untuk setiap lokasi Perumahan
Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh yang
ditetapkan.

Peta scharan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} huruf b, dibuat dalam suatu wilayah
Daecrah berdasarkan tabel dalar lokasi,

Bagian Ketiga
Feninjauvan Ulang

Paragrafl 1
Umum

Pasal 36
Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang
puling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan melalui proses pendataan
ulang lokasi.
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah
melalui  Perangkat Daerah yang bertanggung
jawab dalam urusan Perumahan dan
Permukiman, untuk mengetahui pengurangan
jumlah Jlokasi dan/atau luasan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagal hasil
dari penanganan yang telah dilakukan, serta
pengurangan tingkat kekumuhan.
Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayut (3) terjadi karena pengurangan jumiah
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.



(5

()

(1

2}

(3]

(1)

Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang
dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayar (3] ditetapkan dengan Kepulusan
Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 37
Peninjauan ulang terhadap lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 avat (3) meliputi:
a. ldentifikasi ulang lokasi; dan
b. penilaian ulang lokasi.
Feninjaunan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (I] dilakukan dengan mengacu pada
Keputusan Bupati,
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan dengan menginventarisasi hasil
Peningkatan Kualitas yang dilakukan oleh setiap
orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada
setiap lokasi Perumahan Kumuh dan

PFermukiman Kumuh,

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Pasal 38
Perencanaan penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
dilakukan melalui tahap:

8. persiapan;

survel;

penyusunan data dan fakta:

analisis;

- ST

penyusunan kansep Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

FPermukiman Kumuh; dan
13



(2}

3

4]

(1]

(2]

{3)

(4]

. penvusunan rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Perencanaan penanganan  Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1) harus melibatkan Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi sesuai dengan

kewenangannya,

Tatn cara penyusunan perencanaan penanganan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

dilaksanakan sesuai dengan kelentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan  mengenai rencana  penanganan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur

dengan dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kelima
Pola Penanganan
Paragrafl 1
Umum
Pasal 39
Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian
aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas
tanah,
Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| direncanakan dengan mempertimbangkan
tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman
humuh.
Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada
ayatl |1} meliputi:
a. Pemugaran;
b. Peremajaan; atau
¢. Pemukiman Kembali.
Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atauy
pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan
Permukiman yang lavak huni.
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16

7

Peremajaan dan Pemukiman Kembali

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan

huruf ¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi

Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih

baik pguna melindungi keselamatan dan

keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau

Pemukiman Kem bali dilakukan dengan

memperhatikan antara lain:

a, huk keperdataan masyarakat terdampak;

b. kondisi ekologis lokasi; dan

t. kondisi sosial, ckonomi, dan budaya
masyarakat terdampak.

Pola penanganan scbagaimana dimaksud pada

avat (3} dilakukan oleh Pemerintah Dacrah sesuai

dengan kewenangannya dengan melibatkan peran

masyarakat.

Pasal 40

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

&.

-

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan
berat dan sedang dengan status tanah legal,
maka pola penanganan yang dilakukan adalah
Peremajann;

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan
berat dan sedang dengan status tanah ilegal,
maka pola penanganan yang dilakukan adalah
Pemukiman Kembali;

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan
ringan dengan status tanah legal, maka pola
penanganan yang dilakukan adalah Pemugaran;
dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan
ringan dengan status tanah filegal, maka pola

penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman
Kembali.
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Pasal 41

Fola penanganan Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh dengan memperiimbangkan

tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat

12) diatur dengan ketentuan:

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi
Perumahan Kumuh dan Peéermukiman Kumuh di
atas air, maka penanganan vang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya
dukung, dava rusak air serta kelestarian air;
dalam hal lokasi rtermasuk dalam tipologi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
tepi air, maks penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah
tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan
tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
dataran rendah, maka penanganan vyang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik
dava dukung tanah, jenis tanah seorta kelestarian
tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
perbukitan, meka penanganan vang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik kelerengan,
daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian
tanah; dan

dalam hal lokasi termasuk dalam tipolog]
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
kawasan rawan bencana, maka penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik
kebencanaan, dayva dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanah.
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{1}

(2

(3)

(2

(3}

Paragrafl 2
Pemugaran

Pasal 42
Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (3) huruf -a, merupakan Perbaikan
Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas
Umum untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula,
Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan keaslian
bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta
nilai sejarah kawasan.
Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b, konstruksi; dan

. pasca konstruksi.

Pasal 43

Pemugaran pada tahap pra konstruksi

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3]

huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian
kebutuhan Pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat terdampak;

€. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana Pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penvepakatan.

Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b

melipu ki

a, proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan
konstruksi.

Pemugaran pada tahap pasca konstruksi

schagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)
37



(1)

(2]

(3)

(1]

(2]

hurufl ¢ meliputi:
a. pemanfiaatan; dan
b. Pemeliharaan dan Perbalkan.

Paragral 3
Peremajaan

Pasal 44
Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 avat (3] hurul b, dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh
terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau
Utilitas Umum.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan terlebih dahulu
menyediakan tempal tinggal sementara bagl
masyaralcal terdam palk.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap;
a, pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
¢. pasca konstruksi,
Pasal 45
Peremajaan pada tahap pra konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3]
huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian
kebutuhan Peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat
terdam palk;
c. sosialisasi dan rembuk warga  pada
masyarakat terdampak;
d. pendataan masvarakat rerdam pak;
e, penyusunan rencana Peremajaan; dan
f. musyvawarah dan diskusi penyepakatan.
Peremajaan pada tahap konsiruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3] huraf b
meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak

sesumi dengan ketentuan peraturan
3n



(3)

(1)

(2]

(3)

(1)

perundang-undangan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak
pada lokasi lain;

¢. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan
pada lokasi Permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evalussi  pelaksanaan
konstruksi Peremajaan; dan

e. proses penghunian kemball masyarakat
terdam pak,

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

huruf ¢ meliputi:

a. pemaniaatan;: dan

b. Pemeliharaan dan Perbailkan.

Paragrafl 4
Pemukiman Kembali

Pasal 46
Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 avat (3) huruf ¢ dilakukan untuk
mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan
Permukiman yang lebih baik guna melindungi
keselamatan dan keamanan penghuni dan
masyarakat,
Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud
pada avat (1] dilakukan melalui pembangunan
dan penataan secara menyeluruh terhadap
Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utlitas
Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan
rencana tala ruang,
Pemukiman Kemball sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
f. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
€. pasca konstruksi.

Pasal 47
Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi

sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)
3%



(2]

(3]

hurufl a meliputi:

kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian
legnlitas tanah;

. penghunian sementard untuk masyarakat di

Perumahan dan Permukiman Kumuh pada

Inkas: rawan hencana;

. sosialisasi dan rembuk warga @ pada

masyarakat terdampak;

d. pendataan masvarakat terdam pak;
€. penyusunan rencana pemukiman bart,

rencana pembongkaran pemukiman eksisting
dan rencans pelaksanaan Pemukiman
Kembali; dan

musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)
hurufl b meliputi:

proses ganti rugi bagi masyvarakat terdampak
sesual peraturan perundang-undangan;

. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman

baru:
proses pelaksanaan konstruksi pembangunan

Perumahan dan Permukiman baru;

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

konstruksi Pemukiman Kemhbali;

. proses penghunian kemball masyarakat

terdampak; dan
proscs pembongkaran pada lokasi pemukiman

cksisting.

Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)
hurufl ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. Pemeliharaan dan Perbaikan.
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(1)

(2]

Bagian Keenam

Fengelolaan

Paragrafl |
Umum

Pasal 48

Pengelolaan bertujuan untuk mempertahankan
dan menjaga kualitas Perumahan  dan
Permukiman SECHATA berkelanjutan Vang
dilakukan melalul :
6. pembentukan Kelompok Swadaya Masvarakat;

dan
b. Pemellharaan dan Perbaikan.
Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah  untuk meningkatkan  keswadayaan
masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan
Permukiman lavak huni.

(3] Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (2]

(1)

dilakukan dalam bentuk:

a. penvedinan dan sosialisasi norma, standar,
pedoman, dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,
supervisl, dan konsultasi;

c. poemberian kemudahan dan fameuy bantuan;

d. koordinasl antar pemangku kepentingan secara
periodik atau sesuai kebutuhan;

. peclaksanaan kajian Perumahan dan
Permukiman; dan /atau

f. pengembangan sistem informasi dan
komunikasi.

Pasal 49
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat [1)
huruf a, dibentuk oleh masvarakat secara
swadayvn atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.

L}



(2

(3}

(4)

(1}

2]

(3)

(1

(2]

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu
dilakukan apabila sudah terdapat Kelompok
Swadava Masvarakat yang sejenis.

Pelibatan  Kelompok — Swadaya — Masyarakat
merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran
masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
Pembeniukan Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disesunikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Paragral 2
Pemeliharanan

Fasal 50
Pemeliharaan scebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
Rumah. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

melalui perawatan dan pemeriksaan secara
berkala.

Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang.

Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum untuk Lingkungan Hunian  serta
Pemelibaraan Kawasan Permukiman dilakukan
olch Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Paragraf 3
Perbalkan

Pasal 51
Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1] huruf b dilakukan melalui
rehabilitasi atau Pemugaran.
Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh setiap
arang,



(3]

(4)

(S)

(6)

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
untuk Perumahan dan Permukiman wajib
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat |3) dilakukan
terhadap Prasarana. Sarana, dan Utilitas Umum
yang lelah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (3] dapat menunjuk atau bekerjasama
dengan BHadan Hukum unituk melakukan
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Prasarana, Sarana, dan UtiHtas Umum
yang belum diserahkan kepada Pemerintah
Dacrah maka Perbaikan merupakan kewajiban
penvelenggara pembangunan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 52

Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangannysa

bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam

rangka Peningkantan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Eawasan Permukiman Kumuh,

i

(2)

Paszal 53

Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bag kepentingan umum.
Penvediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sehapaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan melalui:

a, pemberian hak ates tanah terhadap tanah

vang langsung dikuasal negara;
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(3)

i1

(2]

(3)

(%)

b. konsolidas| tanah oleh pemilik tanah;

. peralihan atau pelepasan hak ates tanah oleh
pemilik tanah;

d. pemanfastan dan pemindahtanganan tanah
barang milik negara atau milik daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pendayvagunaan tanah negara bekas tanah
terlantar; dan/atau

[. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyediaan tanah scbagaimana dimaksud pada

aval (2] dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V1
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 54
Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin
kemudahan pembiayvaan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.
Pendanaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
merupakan tenggung jawab Pemerintah Daerah .
Sumber dana sebagaimana dimaksud pada avat
i1] berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
c. sumber dana lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai sistem pembiayaan yang
dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan RKumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayvat |1) dirumuskan dalam rencana
penanganan yang ditetapkan yang diatur dalam

Peraturan Bupati.
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BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

12

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Dacrah
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi,

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 56

Dalam melaksanakan Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah

Daerah memiliki tugas:

. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah
serta rencana pembangunan terkait
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala
Daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;

c. melakukan pemberdayaan kepada
masvaralat;
d. melakukan pembangunan Kawasan

Permukiman serta Sarang dan  Prasarana
dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan
Rualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh;
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[2)

(3)

%)

(

(2]

e. melakukan pembangunan Rumah dan
Perumahan yvang layvak huni bagi masyvarakat,
khususnya masyarakat miskin dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

f. memberikan bantuan sosial dan
pemberdayvaan terhadap masyvarakat miskin
dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

B. melakukan pembinaan terkait peran
masyarakat dan Kearifan Lokal di bidang
Perumahan dan Permukiman; serta

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam
upava Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pelaksanaan [ungsi sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1], dilakukan oleh Perangkat Daerah sesual

kewenangannya,

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan

sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

program dilakukan melalui pembentukan tim

koordinasi tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintal Daerah

Pasal 57

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pencegahan

terhadap lumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. Pemberdayvaan Masvarakat.

Kewajiban Pemerintah Dacrah pada tahap

pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) hurufl a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kescsuaian perizinan pada tahap
perencanaan Perumahan dan Permukiman;

b, melaksanakan pengawasan dan pengendalian

terhadap kesesuaian standar teknis pada
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(3)

(1

(2]

tahap pembangunan Perumahan dan
Permukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada

tahap pemaniaatan Perumahan dan
Permukiman,

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap
pemberdavaan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] hurafl b meliputi:

a. memberikan Pendampingan kepada
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
dan partisipasi dalam rangka Pencegahan
terhadap tumbuh dan  berkembangnyva
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
melalui  penyuluhan, pembimbingan dan
hantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat mengenal rencana tata ruang,
perizinan dan standar teknia Perumahan dan
Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait
upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman KEumuh,

Pasal 58

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Peningkatan

Kualitas terhadap Perumahan EKEomuh dan

Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penctapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. pengelolaan,

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap

penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada

avat [1]) hurufa meliputi;

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui
survel lapangan dengan melibatkan peran
masyarakat;

b. melakukan penilaian lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai

kriteriin yvang telah ditentukan;
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(3)

(4)

(1)

€. melakukan Penctapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui
keputusan Bupati; dan

d. melakukan  peninjauan ulang terhadap
ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh paling sedikit 1 {satu]
kali dalam 5 (lima) tahun.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap

penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. melakukan peErencanann penanganan
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik
hasil perencanaan penanganan  terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
dan

€. mrelaksanakan penanganan terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
melalui pola Pemugaran, Peremajaan,
dan/atau Pemukiman Kembali.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

huruf ¢ meliputi:

a. melakukan pemberdaysan kepada masvarakat
untuk membangun partisipasi dalam
pengelolann;

b. memberikan fasilitasi dalam upavi
pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat:
dan

¢, memberikan fasilitasi dan bantuan kepada
masyarakat dalam upaya Pemeliharaan dan
Perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 59
Pemerintah Dacrah dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan
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(2]

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Koaordinasi wvang dilakukan eleh Pemerintah

Dacrah scbagnimana dimaksud pada ayat (1)

melipu ri:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi
Dacrah dalam Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan
sirateg: provinst dan nasional;

b, melakukan penyampaian hasil Penetapan
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat:

¢. melakukan sinkronisasi rencana peénanganan
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Daerah dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan
bantuan teknis dalam bentuk pembinaan,
perencanaan dan  pembangunan  terkait
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Rumuh.

BAB VIII

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN

LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 60

(1) Dalam upava Pencegihan dan Peningkatan

Kualitas terhadap Perumahan Kumubh dan
Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama
antira Pemerintah Daerah dengan:

2. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi,

c. pikak swasta;
d

. organisasi kemasvarakaian; atau
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¢. lembaga non pemerintah lainnya,

{2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragrafl |
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 61
Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnyva Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap
pengawasan dan pengendalian,

Pasal 62

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

dapat meliputi:

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan
dari bangunan, Perumahan dan Permukiman
pada tahap perencanaan, turut membantu
Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan
pengendalian kesesuaian perizinan dari
perencanaan bangunan, Perumahan dan
Permukiman di lingkungannva;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar
teknis dari bangunan, Perumahan dan
Permukiman pada tahap pembangunan serta
turut membantu Pemerintah Daerah  dalam
pengawasan dan  pengendalian  kesesuaian
standar teknis dari pembangunan bangunan,
Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
dan

€. berpartisipasi akul menjaga kesesuaian kelaikan

Tungsi darn bangunan, Perumahan dan
Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam
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pengawasan  dan pengendalian kesesuaian
kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan,
Perumahan dan Permukiman di ingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 63

Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas
lerhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilakukan pada tahap:

b,

1)

(2]

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

perencanaan penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;

penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh; dan

pengelolann.

Pasal 64

Ferdan masyarakat pada tahap Penetapan Lokasi

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

sehagnimana dimaksud dalam Pasal 63 hurufl a,

masyaraka!l dapat:

a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
dengan mengikuti survel lapangan dan/atau
memberikan data dan  informasi  vang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

b. memberikan pendapat terhadap hasil
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah diberikan saat
proses pendataan.

Feran masvarakat pada tehap perencanaan

penanganan Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 hurufl b, masyarakat dapat:
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(1)

(2)

a. berpartisipasi aktil dalam pembahasan yang
dilaksanakan pada tahapan perencanaan
penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh vyang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada instansi vang berwenang dalam
penyusunan rencana penanganan Perumahan
humuh dan Permukiman Kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana
penanganan Perumahan Kumuh dan
Fermukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai
dengan kewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan
terhadap hasil penetapan rencana penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan dasar pertimbangan yvang kuat berupa
dokumen atau informasi terkait vang telah
diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Fasal 65

Peran masvarakat pada tahap penanganan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

schagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c,

dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan;

dan /atau Permukiman kem bali.

Dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau

Permukiman kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), masvarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan
rembuk warga pada masyvarakal terdam pak;

b. berpartisipasi aktilf dalam musyawarah dan
diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan
Peremajann;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran
dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga
maupun material;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya
penyedigan lahan yang berkaitan dengan

proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap
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Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utllitas
Umum;

e. membantu men jaga ketertiban dalam
pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan;

. mencegah perbuatan yang dapat menghambat
atau menghalangi proses  pelaksanaan
Pemugaran dan Peremajaan; dan /atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada huruf [, kepada instans berwenang agar
proses Pemugaran dan Peremajaan dapat
berjalan lancar,

Pasal 66

Peran miasyarakat pada tahap pengelolaan
sehbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hurufl d dapat

meliputi:

0.

berpartisipasi aktif pada berbagai program
Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan
Perbaikan disetiap lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
berpartisipasl aktil secara swadaya dan/atau
dalam Kelompok Swadayva Masyarakat pada
upaya Pemeliharaan dan Perbalkan baik berupa
dana, tenaga maupun material;

menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan
Perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
mencegah perbuatan vang dapal menghambat
atau menghalangi proses pelaksanaan
Pemeliharaan dan Perbaikan; dan fatau
melaporkan perbuatan sebhagaimana dimaksud
pada huruf d, kepada instansi berwenang agar
proses Pemeliharaan dan  Perbalkan dapat
berjalan lancar.
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(2)

(1)

i2)

(31

(4)

Bagian Ketiga
Kearilan Lokal

Pasal 67

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah perlu dilakukan
dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal vang
berlaku pada masvarakat setempat dengan tidak
hertenigngan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pertimbangan Kearifan Lokal
dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh di Daerah dapat diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal GB
Setiap Orang dilarang menyelenggarakan
pembangunan Perumahan yang tidak sesual
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
diperjanjikan.
Setiap Orang dilarang membangun Perumahan
dan/atau Permukiman di luar kawasan yang
khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan
Permukiman.
Setiap Orang dilarang membangun Perumahan,
dan/atay Permukiman di tempail yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagl barang ataupun
Brang.
Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan Rumah, Perumahan, danj/atau
Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan
pemanfastan ruang.
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(3

()

(7)

(8]
()

Setinp Orang dilarang menolak atay menghalang-
halangi kegiatan Pemukiman Kembali Rumah,
Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah terjadi
kesepakitan dengan masyarakat setempat.

Badan Hukum yang menvelenggarakan
pembangunan Perumahan dan Permukiman,
dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di luar fungsinya.

Badan Hukum yang belum menyelesaikan status
hak atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba,
dilarang menjual satuan Permukiman.

Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang
menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah.

(10} Setiap OFRNE yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2], ayat (3}, ayat (4), ayal (5), ayvat (6], ayal
I7), ayat (8], avat (9] dan avat (10) dikenai sanksi
administratif.

(11} Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada

avat (11] berupa:

i, peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

¢. penghentian semeéntarR atau penghentian
ictap pada peldaksanaan pembangunan;

d. penghentian  sementara atau penghentian
tetap pada pengelolaan Perumahan atau
Permukiman;

g, penguasaan scementara oleh  Pemerintah
Dacrah [segel);

[. kewajiban membongkar sendiri bangunan
dalam janghka waklu tertentu;

g. membangun kembali Perumahan sesual
dengan  kriteria, spesifikasi, persyaratan,
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
diperjanjikan, dan standar;

h. pembatasan Kegiatan usaha;

I, pembekuan persetujusan bangunan gedung;

J. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
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k. pembekuan/pencabutan surat bukti
kepemilikan Rumah;

perintah pombongkaran bangunan Rumah:
- pembekuan perizinan berusaha;

pencabutan perizinan berusaha;

pembatalan perizinan berusaha;

T e eH

kewajiban  pemulihan fungsi lahan dalam
jangka waktu tertentu:

q- pencabutan insentif;

r. pengenaan denda administratif; dan /atau

8 penutupan lokasi,

(12) Ketentuan mengenal tata cara dan mekanisme

(1)

(2

pengenaan  sanksl administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) diatur dengan Perasturan
Bupari.

BABR X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlaku,
maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang
telah  ditetapkan  atau  dikeluarkan atay
diterbitkan  sebelum Peraturan Daerah  ini
ditetapkan, dinvatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah
ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan
scbelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun
bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini harus disesualkan.
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal ..... R R PP
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal ..............conviiinen.
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR ..,
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